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Pasal 6 

FORCE MAJEURE 

(1) Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 
terjadi kegagalan karena adanya kejadian atau keadaan memaksa (force 
majeure) di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat menghambat 
pelaksanaan perjanjian kerja sama ini berupa bencana alam, blokade/ 
huru-hara / kerusuhan, peperangan, kebijakan pemerintah atasan dann 
atau sebab lainnya baik keadaan yang serupa atau tidak dengan sebab 
sebab tertentu yang berada di luar kekuasaan dan tidak disebabkan 
oleh kelalaian PARA PIHAK, maka tidak satu-pun PIHAK 
bertanggungjawab atas kegagalan sebagaimana tersebut. 

(2) PIHAK yang mengalami force majeure wajib memberitahukan kepada 
PIHAK lainnya dalam perjanjian kerja sama ini selambatnya 7 (tujuh) 
hari kerja setelah terjadinya force majeure. 

(3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah PlHAK lainnya 
menerima pemberitahuan tentang terjadinya force majeure tersebut 
belum memberikan tanggapan, 
pemberitahuan dianggap telah menyetujui keadaan force majeur 
tersebut. 

maka PIHAK yang menerimna 

(4) Sejak disetujuinya keadaan force majeure oleh PIHAK lainnya, PARA 
PIHAK sepakat untuk berkoordinasi aktif secara kedinasan dengan 
mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. 

Pasal 7 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Apabila terdapat perubahan atas perjanjian ini, maka perubahan 
tersebut akan mengikat PARA PIHAK sepanjang dibuat secara tertulis 
dan dibuatkan addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama 
ini. 

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila dalam hal Perjanjian Kerja Sama 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka 
Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dilaksanakan. 

(3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu 
PIHAK (pejabat) yang ditunjuk mutasi, pindah alamat atau meninggal 
dunia, maka pejabat yang ditunjuk untuk menggantikannya wajib 
menghormati dan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama. 

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK 
pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, 
dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk 
PARA PIHAK. 

PIHAK KESATU RAAK KEDUA RIA Kilî 
DINAS ARPUS 
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